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ABSTRAK

Sistem ladang berpindah merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat
hukum adat Dayak di Kalimantan dan sistem tersebut memiliki perlindungan hukum
dalam perundang-undangan Indonesia. Akan tetapi, saat ini sistem ladang berpindah
yang menggunakan pratek tebas bakar, dianggap sebagai salah satu penyebab dari
rusaknya hutan di Indonesia. Penelitian ini menunjukan pengelolaan hutan di Indonesia
pada orde baru dan pasca orde baru bersifat eksploitasi. Hal ini menyebabkan tidak ada
ruang lagi bagi masyarakat hukum adat Dayak dalam menjalankan sistem ladang

berpindah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder.
Penelitian kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer seperti
peraturan perundang-undangan, putusan, maupun bahan hukum tersier seperti buku,

jurnal, dan juga koran.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa sistem ladang berpindah sebagai
kearifan lokal yang dikenal di Kalimantan tidak dapat dipertahankan lagi pada saat ini,
karena telah terjadi deforestasi di hutan Kalimantan yang disebabkan pengelolaan

hutan yang bersifat eksploitasi.

Kata Kunci: kearifan lokal, ladang berpindah, kalimantan, deforestasi.



ABSTRACT

The Shifting Cultivation System is one of indigenous Dayak indigenous
peoples' wisdom in Kalimantan and it also a has legal protection in the Indonesian’s
constitution. However, nowadays shifting cultivation systems that use slash-and-burn
way are considered as one of the causes of forest degradation in Indonesia. This study
shows that forest management in Indonesia in the new order and post-new order as
exploitation. It causes no more room for Dayak customary law community in running

the shifting cultivation system.

The method that is used in this research is normative juridical, that base on
literature or secondary data. Literature research is done both to gain legal materials
such as regulations, verdicts, and legal materials such as books, journals, and also

newspapers.

The results of this research is to indicate that shifting cultivation system as a
local wisdom known in Kalimantan can’t be maintained anymore at this time, as
deforestation has occurred in Kalimantan forests due to the exploitation of forest

management.

Keywords: local wisdom, shifting cultivation, Kalimantan, deforestation.
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang tidak hanya
dirasakan di negara tertentu saja. Baik negara maju dan negara berkembang juga
menghadapi permasalahan lingkungan, akan tetapi yang menjadi pembeda yaitu,
terletak di penyebab terjadinya atau di akar permasalahan lingkungannya. Di
negara maju permasalahan lingkungan disebabkan kemajuan dan perkembangan
teknologi yang pesat, seperti dampak teknologi tenaga nuklir, pencemaran limbah
kimia dari perusahaan industri. Sedangkan negara berkembang masalah lingkungan
terutama disebabkan karena keterbelakangan pembangunan dan kemiskinan, yang
ditandai oleh rendahnya mutu hidup, kekurangan sandang dan pangan, rendahnya
pendidikan, tingkat kesehatan, dan sanitasi yang jauh dari memadai.! Perbedaan
akar pemasalahan inilah yang menyebabkan seringkali kedua negara saling

menyalahkan atas terjadinya permasalahan lingkungan.

Deklarasi Stockholm untuk pertama kalinya memperkenalkam semboyan
“Hanya Ada Satu Bumi” (Only One Earth) untuk semua manusia. Deklarasi

Stockholm pada proclaim 2 memproklamirkan:

“The protection and improvement of the human environment
is a major issue which affects the well-being of people and
economic development throughout the world; it is the urgent
desire of the peoples of the whole world and duty off all

governments”.?

Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional, (Jakarta: Rajawali Press,
2014), him.8.

United Nation, Report of The United Nations Conference on The Human Environment, June 5-16,
1972



Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup manusia adalah masalah
besar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi di
seluruh dunia, itu adalah keinginan mendesak bangsa-bangsa dunia dan tugas dari
seluruh pemerintah. Deklarasi Stockholm direfleksikan sebagai suatu titik dalam
sejarah ketika kita sebagai masyarakat dunia diharuskan agar lebih berhati-hati
dalam melakukan tindakan. Oleh karena kondisi lingkungan memiliki siklus yang
lama dalam memperbaharui dan bahkan tidak bisa kembali keadaan semula, maka
kita harus melindungi lingkungan. Walaupun Deklarasi Stockholm ini bukan
merupakan sumber langsung hukum Internasional, akan tetapi dengan deklarasi ini
yang merupakan soft law menjadi harus dipatuhi oleh masyarakat internasional

dalam pembentukan hukum di masa datang (the future law).?

Meski telah dikenalnya semboyan “Hanya Ada Satu Bumi” (Only One
Earth) dalam konvensi Stockholm yang diadakan pada tanggal 5-16 Juni 1972,
tidak menjadikan negara maju dan negara berkembang secara otomatis bekerja
sama untuk menyelesaikan pemasalahan lingkungan hidup, mengingat situasi
kedua negara yang saling menyalahkan atas terjadinya permasalahan lingkungan.
Hal ini terlihat juga pada saat negara berkembang yang pada awalnya menolak
keikutsertaan mereka selama proses negosiasi dalam Konvensi Perubahan Iklim
tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Mereka menganggap bahwa
kerusakan pada sistem iklim disebabkan oleh perbuatan negara maju di masa
lampau. Sehingga negara berkembang sepakat bahwa yang harus bertanggung
jawab atas perubahan iklim adalah negara maju. Prinsip common but differentiated
responsibilities lahir sebagai respon negara maju yang menerima keinginan negara
berkembang. Sehingga diharapkan terwujudnya kerjasama antara negara maju dan

negara berkembang dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

Hukum Lunak (soft law) merupakan satu bentuk hukum internasional yang tidak secara langsung
mengikat negara tatapi dia harus dipedomani untuk membentuk hukum masa datang (the future
law. Sebagaimana dikutip dari Sukanda Husin, Hukum Internasional dan Indonesia tentang
Perubahan Iklim, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), him.51.



Dengan dimasukannya prinsip ini di dalam Konvensi Perubahan Iklim,
dapat diartikan bahwa negara anggota menerima perubahan iklim adalah tanggung
jawab bersama, dengan perbedaan partisipasi negara anggota yang dibedakan

menurut kemampuan finansial dan teknologi.*

Dewasa ini fenomena perubahan iklim (climate change) semakin
mengkhawatirkan tidak hanya di satu belahan dunia melainkan di seluruh dunia.
Perubahan iklim terjadi sebagai dampak dari perilaku manusia yang tidak
berkelanjutan (unsustainable behavior of mankind).> Menurut data yang dirilis oleh
World Resource Institute (WRI) yang bermarkas di Washington DC, emisi
karbondioksida (CO.) yang dihasilkan oleh negara-negara di dunia adalah
sebanyak 47,59 miliar ton emisi CO2 (MtCOxe) per tahun. Indonesia menghasilkan
2,05 miliar ton emisi, menjadikannya negara nomor enam penghasil emisi

terbesar.®

Di Indonesia, kegiatan pembabatan hutan dan perubahan tata guna lahan
memberi konstribusi terbesar dalam peningkatan emisi gas rumah kaca.” Hal ini
jelas karena terkait fungsi hutan yang membantu mengurangi perubahan iklim dan

sebagai penyerap C02.® Sehingga hutan merupakan bagian penting dari usaha

ibid, hlm.6.

Ibid, hlm.2.

Palupi Annisa Auliani, “Indonesia Jadi Negara Pengemisi Terbesar Keenam di Dunia”, National
Geographic,16 Oktober 2014, diakses pada 1 September 2017,
“http://nationalgeographic.grid.id/read/13294806/indonesia-jadi-negara-pengemisi-terbesar-
keenam-di-dunia?page=all”

Meningkatnya emisi gas rumah kaca menjadi penyebab meningkatnya suhu di permukaan bumi
yang dikenal dengan sebutan pemanasan global, sebagaimana dikutip dari Sukanda Husin, Hukum
Internasional dan Indonesia tentang Perubahan Iklim, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),
hlm.3.

Hutan merupakan salah satu penampung karbon terbesar sehingga membantu menjaga daur
karbon dan proses alami lainnya berjalan dengan baik dan membantu mengurangi perubahan
iklim. Namun, hutan juga dapat menjadi salah satu sumber emisi CO2 terbesar. Karena hutan dan
tumbuhan lainnya juga menyerap CO2 keluar dari atmosfer, peran ganda ini membuat hutan
menjadi semakin penting. Sebagaimana dikutip dalam Stone, S., Ledn, M. C., Fredericks, P,
Perubahan Iklim & Peran Hutan, Manual Pelatih. (Conservation International, 2010).



global untuk menghadapi perubahan iklim,® dan kita harus melakukan pengelolaan

hutan secara lestari.'®

Pengelolaan hutan lestari (PHL) adalah pengelolaan hutan sesuai dengan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan hutan lestari bertujuan
sosial, ekonomi dan lingkungan. Adapun prinsip pembangunan berkelanjutan
merupakan prinsip yang lahir dalam Komisi Brundtland pada tahun 1987, yang
memberikan pengertian pembangunan berkelanjutan atau sustainable development

sebagai:

‘Development that meets the needs off the present without
compromising the ability of future generation to meet their
own needs’

Ada dua konsep penting dalam rumusan di atas. Pertama, konsep kebutuhan
(needs) terutama kebutuhan dasar generasi saat ini, dan kedua, ide keterbatasan

yang didasarkan pada pertimbangan kemajuan teknologi dan organisasi sosial.!!

Berdasarkan data dari World Resource Institute (WRI) bahwa saat ini hutan
Indonesia sekitar 55 persen kehilangan hutan yang terjadi di dalam area konsesi
(lebih dari 4,5 juta hektar atau lebih dari 11 juta acre) sedangkan untuk diluar
konsesi yaitu kehilangan seluas 3,6 juta hektar atau 8,9 juta acre hutan hilang sejak
tahun 2000, hampir setara dengan tiga kali luas kota New York.!? Forest Watch

Indonesia (FWI) mengatakan laju deforestasi atau menyempitnya kawasan hutan

Locatelli, B., Kanninen, M., Brockhaus, M., Colfer, C.J.P., Murdiyarso, D. dan Santoso, H.,
pengantar pada Menghadapi Masa Depan Yang Tak Pasti: Bagaimana Hutan Dan Manusia
Beradaptasi Terhadap Perubahan Iklim, (Bogor: CIFOR, 2009), him.v.

Heart of borneo, diakses pada 2 Februari 2018, “http://heartofborneo.or.id/id/sustainable-
development/detail/8/pengelolaan-hutan-lestari-phl”

Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan
Berkelanjutan diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003 (Tidak Dipublikasikan).

Arief Wijaya, Reidinar Juliane, Rizky Firmansyah, Nirarta Samadhi dan Hidayah Hamzah, “Satu
Dekade Deforestasi di Indonesia di Dalam dan di Luar Area Konsesi”, WRI Indonesia, 19 Juli
2017, diakses pada 23 Januari 2018, “http://www.wri-indonesia.org/id/blog/satu-dekade-
deforestasi-di-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-area-konsesi.”



akibat pembukaan lahan dari tahun ke tahun di Indonesia termasuk yang tertinggi
di dunia, bahkan Negara Indonesia pernah tercatat dalam Guinness Book of World
Records sebagai negara tropis peringkat pertama dengan laju deforestasi tertinggi
di dunia, yakni dua juta hektare per tahun.'* Penyumbang terbesar emisi gas rumah
kaca tersebut adalah aktivitas perubahan penggunaan hutan dan lahan atau yang
dikenal dengan istiah LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry).'*
Forest Watch Indonesia juga melihat penyebab mendasar terjadinya deforestasi di

Indonesia yakni buruknya tata kelola hutan.!®

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan 70%
sampai dengan 80% merupakan akibat manusia.'® Berbagai literatur menyebutkan,
kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia disebabkan antara lain, pemekaran
wilayah menjadi daerah otonomi baru, konversi hutan alam menjadi tanaman
tahunan, konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan, eksplorasi
dan eksploitasi industri, ekstraktif pada kawasan hutan (batu bara, migas,
geothermal), pembakaran hutan dan lahan, dan konversi untuk transmigrasi dan

infrastruktur lainnya.!’

Kebakaran hutan merupakan masalah yang telah lama dimiliki di Indonesia.
Penyebab terjadinya kebakaran hutan ini ada yang disengaja seperti untuk

pembukaan lahan maupun tidak disengaja seperti kekeringan. Menteri Lingkungan

Martha Herlinawati Simanjutantak, “Laju Deforestasi Indonesia tertinggi”, Antara News, 15
Januari 2015, diakses pada 23 Januari 2018, “https://www.antaranews.com/berita/474271/fwi-
laju-deforestasi-indonesia-tertinggi.”

Ari Wibowo, Kirsfianti Ginoga, Fitri Nurfatriani, Indartik, Hariyatno Dwiprabowo, Sulistya
Ekawati, Haruni Krisnawati & Chairil Anwar Siregar, REDD+ dan Forest Governance, (Bogor:
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, 2010), him.3.

Rhett A. Butler, “Studi: Setengah dari Deforestasi di Indonesia Terjadi di Luar Wilayah Konsesi”,
Mongabay, 7 Januari 2015, diakses pada 2 Februari 2018, “http://www.mo ngabay.co.id
/2015/01/07/studi-setengah-dari-deforestasi-di-indonesia-terjadi-di-luar-wilayah-konsesi/.”
Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika,
2011), hlm.387.

Forest Watch Indonesia “Deforestasi Potret Buruk Tata Kelola Hutan”, Agustus 2014, diakses
pada 23 Januari 2018, “http://fwi.or.id/publikasi/deforestasi-potret-buruk-tata-kelola-hutan/ .”



Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyatakan bahwa hotspot atau titik api di
Indonesia semakin bertambah. Hingga bulan Juli 2017, titik api meningkat 49
persen dibanding dengan Juli 2016. Berdasarkan pantauan Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, saat ini kebakaran tidak hanya terjadi di daerah yang rentan
mengalami kebakaran hutan tetapi tujuh provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera
Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan

Kalimantan Selatan.'®

Organisasi nonpemerintah pemerhati lingkungan hidup, Greenpeace
menyebutkan bahwa lebih dari 70% kebakaran hutan terjadi di lahan gambut.'’
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ruandha Agung
Sugadirman, menjelaskan bahwa apabila terjadinya kebakaran di lahan gambut
menjadi sukar untuk dipadamkan. Hal ini disebabkan karbon dioksida pada lahan
gambut 16 kali lebih banyak daripada mineral, dan bahan biomassa gambut terlalu
kering sehingga api bisa merambat hingga 5 kilometer dari titik api awal, serta
dampak pemadaman kebakaran di lahan gambut itu akan membuat asap semakin

tebal.??

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 yang terjadi di
wilayah Indonesia, khususnya di Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, menurut data Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebabkan kerugian finansial hingga Rp 221
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triliun.?! Kepala Pusat Data dan informasi dan Humas Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyatakan bahwa
Kerugian tersebut setara dengan 1,5 persen Produk Domestik Bruto nasional, yang

dapat menghambat laju pembangunan.®

Sedangkan Menurut laporan Bank Dunia, total kerugian Indonesia akibat
bencana kabut asap tahun 2015 telah melampaui 16 miliar dolar AS.?* Jumlah
tersebut tidak termasuk dari kerugian immaterial seperti meningkatnya penderita
ISPA, terganggunya aktivitas masyarakat. Untuk menanggulanginya, BNPB
mengeluarkan Rp 720 miliar untuk pemadaman kebakaran. Biaya tersebut di luar
dari dana yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera)

dan Kementerian Kesehatan.?*

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia
menimbulkan berbagai perdebatan mengenai penyebab kebakaran hutan. Diantara
perdebatannya, terdapat pemikiran bahwa hal tersebut disebabkan pemegang Hak
Pengelolaan Hutan (HPH), pemerintah yang tidak memiliki koordinasi untuk
menanggulangi kebakaran hutan, pejalan yang sembarangan membuang punting
rokok, alam yang menyimpan /ot spot (batu bara dalam tanah kawasan hutan yang
mudah terbakar), petugas jagawana yang tidak segera melaporkan adanya

kebakaran, pemerintah daerah setempat yang tidak memiliki kelengkapan alat
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pemadam kebakaran hutan serta disebabkan oleh masyarakat adat yang memiliki
budaya ladang berpindah dengan pratek-pratek pembukaan lahan dengan cara
dibakar.?’

Adapun sistem ladang berpindah (shifting cultivation system) merupakan
kearifan lokal bagi suku Dayak di Kalimantan. Kearifan lokal tersebut telah diatur
dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Kearifan lokal ini juga dilindungi dan dihormati dalam konstitusi negara
Indonesia, yaitu dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Akan tetapi, saat ini kearifan lokal itu dianggap sebagai celah legalisasi membakar
hutan, dan menjadi faktor rusaknya hutan di Indonesia.?®
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1.2 Rumusan Masalah

Apakah shifting cultivation system di Kalimantan, masih dapat

dipertahankan dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalis apakah
shifting cultivation system di Kalimantan, masih dapat dipertahankan dalam
mewujukan pengelolaan hutan lestari. Penelitian ini juga bertujuan untuk
menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui dan
menghormati tentang kearifan lokal berkaitan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Selain itu penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai

kewajiban negara dalam memberikan perlindungan di bidang kehutanan.
14 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis: Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan hukum
lingkungan, khususnya dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat dan

perlindungan hutan di Indonesia.

Manfaat Praktis: Secara Praktis hasil penulisan hukum diharapkan dapat
menjadi bahan masukan bagi pemerintah Indonesia melalui instansi yang
berwenang yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menanggulangi
deforestasi hutan, pelaku usaha selaku pihak yang menggunakan area hutan untuk
kelangsungan usahanya, serta memberikan pengetahuan dan pandangan bagi
masyarakat untuk turut menjaga lingkungan serta mengawasi dan melaporkan
segala tindakan yang dapat membahayakan kelangsungan sumber daya kehutanan

sesuai dengan undang-undang yang sudah ada.



1.5 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini, meliputi

hal-hal sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelian hukum
yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.?’ Penelitian ini dilakukan
dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder, yaitu usaha
inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau
doktrin) hukum positif serta penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in
concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu hukum perkara
tertentu.”® Selain itu, jika diperlukan penulis juga akan melakukan wawancara
dengan pihak-pihak terkait yang dapat mendukung kelengkapan data bagi masalah

yang akan dibahas dalam skripsi ini.

b. Sumber Data

Sumber data yang butuhkan dalam penelitian ini hanya menggunakan data

sekunder yang dapat dibedakan menjadi®:

(1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat*® seperti:
Peraturan Perundang-undangan, instrument-instrumen hukum nasional maupun
internasional dan seterusnya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

(2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisa dan memahami
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bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian di kalangan akademik, karya-
karya ilmiah para sarjana.

(3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

kamus, ensiklopedi, halaman-halaman internet. dan lain-lain.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan melalui
cara studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder yang terdiri
atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian
Kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer seperti
peraturan perundang-undangan, putusan, maupun bahan hukum tersier seperti

buku, koran.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I telah menunjukan adanya perdebatan mengenai kearifan lokal oleh
suku Dayak di Kalimantan (shifting cultivation sytem), yang saat ini dipandang
sebagai celah legalisasi membakar hutan, dan menjadi faktor rusaknya hutan di
Indonesia. Untuk mencari tahu apakah kearifan lokal yang dimiliki masyarakat
hukum adat tersebut merupakan faktor dari rusaknya hutan, maka penulis akan
menguraikan pengelolaan hutan di era Orde Baru (Bab II) dan pengelolaan hutan
Kalimantan di Pasca Orde Baru (Bab III). Tujuan dari diuraikan pengelolaan hutan
di era Orde Baru dan Pasca Orde Baru lainnya adalah, untuk memperlihatkan hak
dan kewajiban negara dalam pengelolaan hutan di Indonesia, prinsip-prinsip
hukum kehutanan, serta pengakuan hukum nasional terhadap hutan adat,
masyarakat hukum adat berserta haknya. Di masing-masing bab II dan III juga

disertakan gambar deforestasi di pulau Kalimantan sebagai perbandingan.
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Setelah itu penulis akan menguraikan pengelolaan hutan oleh masyarakat
hukum adat Dayak di Kalimantan beserta kearifan lokalnya (shifting cultivation
sytem) dan jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah sebelumnya yaitu
analisis shifting cultivation sytem di Kalimantan dalam pengelolaan hutan lestari
(Bab IV). Tujuan dari diuraikannya shifting cultivation sytem di Kalimantan adalah
untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan hutan oleh masyarakat
hukum adat Dayak dan dampaknya bagi hutan. Berikutnya hasil pembasan tersebut
akan di simpulkan yang didapatkan dari elaborasi fakta serta teori-teori yang terkait

(Bab V)
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